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Bengkayang Peroleh
WDP Berturut
Empat Tahun

Borneo Tribune, Bengkayang

Empat tahun berturut
Bengkayang mendapatkan
predikat Wajar Dengan Pe-
ngecualian (WDP) hasil dari
pemeriksaan Badan Peme-
riksaan Keuangan (BPK)
Bengkayang.

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah, Basuni,
mengatakan dalam peroleh-
an opini WDP ke empat se-
cara beruntun ini dikarena-
kan dua permasalahap yang
belum terselesaikan sampai
dengan sekarang, yaitu ter-
kait aset pemda yang tidak

dilaporkan secara terperinci

dan detail, yang kedua ada-
lah karena masih menga-
lami persoalan terhadap
penyerahn aset eks' Kabupa-
ten Sambas. L

"Kembali mendapat opini
WDP pada tahun ini lebih
dikarenanakan semua SKPD
telum membuat laporan
aset  yang terperinci,
disamping itu juga ditam-
bah faktor penyerahan aset
dari Kabupaten Sambas
yang masih belum beres
sampai dengan sekarang,”
ujarnya.

Tercatat, ada 162 barang
eks Sambas yang sekarang
masuk wilayah Kota
Singkawang dan belum ditin-

-daklanjuti, dan ada 17 ba-

rang dari eks Sambas dan
sekarang di Kabupaten Sam-
bas yang belum juga ditin-
daklanjuti.

"Barang itu berupa aset
tanah, bangunan dan lain -
lain” terangnya.

~Basuni menyampaikan
bahwa laporan pertanggung-
jawaban keuangan yang di-
buat masih - masing SKPD
belum sesuai harapan dan

aturan yang dikeluarkan
oleh menteri keuangan Indo-
nesia. "Kementerian sudah
mengatakan kepada kami,
bahwa semua SKPD belum
menyampaikan laporan ke-
uangan sesuai yang diharap-
kan,” ujarnya.

Sementara itu, Alon SH,
Kepala Inspektorat
Bengkayang mengatakan
faktor utamanya adalah ma-
sih kurangnya pengelolaan
aset, baik itu aset tetap mau-
pun tidak tetap, kemudian
proses yang dilakukan masih
sangat lamban dalam mena-

ngani aset aset tersebut.

"Sampai saat ini,
pengelolaa yang dilakukan
oleh SKPD terhadap aset
masih kurang dan masih be-
lum terlihat progresnya,”
kata Alon.

Kemudian,; Alon mengata-
kan laporan hasil keuangan
yang dibuat dan yang dila-
porkan oleh SKPD setiap ta-
hunnya masih tidak disiplin
terutama terkait waktu, di-
tambah lagi dalam
pelaporannya, tingkat
kepatuhan SKPD terhadap
UUD masih rendah. (Mu).
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